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PUTUSAN
Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang
dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara
Cerai Gugat antara:

, NIK , tempat dan tanggal lahir Bambapula,
17 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Karyawan Kedai Ohayo, bertempat tinggal di
------------------ , Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan
Utara;

Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada

alamat email: ------------------ @gmail.com, dan No. HP:
Penggugat.
lawan
, NIK , tempat dan tanggal lahir Tambarana,

22 April 1997, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Karyawan Ekadaya, tempat tinggal di
—————————————————— , Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan
Utara,
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor
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548/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2022, Penggugat dan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara,
Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor
—————————————————— tanggal 20 Februari 2022;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan
Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah sewadi ------------------ ,
Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara selama 6 bulan, kemudian
Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat
kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di ------------------ , Kota
Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara hingga pisabh;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama
sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang
anak;

4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2024, antara
Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
dikarenakan:

a. Tergugat sering pergi hingga berhari-hari tanpa ijin dan
tanpa alasan yang jelas;
b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir;

5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut
terjadi, Tergugat pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat;

6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada
Februari tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan
alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada
hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta
tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat,
sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja

sebagai Karyawan Ohayo;
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7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama
Tarakan Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(-----m-mmmm - ) terhadap Penggugat (------------------ );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar

biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
SUBSIDER:
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
tidak hadir dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil /
kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.
Ketidakhadiran tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah dan
dibenarkan menurut hukum.

Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak hadir dan tidak mengirim
orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran tersebut tidak pula
disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.
Ketidakhadiran Pihak

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak hadir, dan tidak mengirim
orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran itu tidak pula

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 548/Pdt. G/2024/PA. Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum.
Sehingga berdasarkan Pasal 148 dan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat

harus dinyatakan gugur.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada
perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam
putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar

biaya perkara sejumlah Rp179.000.00,00 (seratus tujuh puluh sembilan

ribu rupiah).;
Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Nur
Triyono, S.H.l,, M.H. sebagai Hakim, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 tanggal 10 Maret
2020 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada pihak beperkara
melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim, dengan
dihadiri Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa
hadirnya Penggugat dan Tergugat.
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Hakim,

ttd
Nur Triyono, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya:
1. PNBP Rp 60.000,00

2. Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan Rp 34.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu

rupiah)
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